
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  18  TAHUN  2016 

TENTANG 

PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH. 
 

               
  BAB I… 
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(9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.  

(10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan 

Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud  

pada   ayat  (4)  yang  memenuhi  kriteria  untuk dibentuk 

dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh 

sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian 

pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan fungsi tersebut. 

 

Pasal 41 

(1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit 

pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu. 

(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) 

klasifikasi. 

(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas 

A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan 

b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas 

B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 

 

(4) Pembentukan… 
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(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah 

dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana 

teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud  

pada  ayat (3)  dan  pembentukan unit pelaksana teknis dinas 

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat 

pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur 

negara. 

 

 

Pasal 42 

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat unit 

pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang 

pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah 

kabupaten/kota.  

(2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal 

dan nonformal. 

 

Pasal 43... 

 

 

 

 

 

 

 


